
BUPATI CILACAP 
PERATURAN BUPATI CILACAP 

NOMOR 01 TAHUN 2011 

TENTANG 

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI CILACAP, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap 
Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 
13 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Cilacap dijelaskan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah 
belum dapat menyediakan Rumah jabatan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan Perumahan 
yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan 
daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang 
Tunjangan Perumahan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Cilacap; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Tengah (Serita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndor1esia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbend~haraan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 T ahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R~publik Indonesia Nomor 
4712); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah 
Kabupaten Cilacap Tahun 2004 Seri D Nomor 7) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 
4 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten 
Cilacap Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Cilacap Nomor 14); 

10.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran 
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 51 ); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2010 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap 
Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 
2010 Nomor 20). 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG TUNJANGAN 
PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN CILACAP. 

Pasal 1 

Memberikan tunjangan Perumahan berupa uang kepada Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap yang besarnya ditetapkan sebagai berikut : 

a. Tunjangan Perumahan untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar 
Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); 

b. Tunjangan Perumahan untuk Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing­
masing sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) 

c. Tunjangan Perumahan untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing­
masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). 

Pasal 2 

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Bupati ini, dibebankan 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap pada Pos Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. 

Pasal 3 

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini diserahkan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Cilacap. 

Pasal4 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 3 Tahun 
2009 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Cilacap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang 
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Cilacap. 
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SERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2011 NOMOR 01 


